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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kegiatan
Webinar Ditinjau dari Pasal 4 Angka 1 Perkum INI No: 20/PERKUM/INI1/2019
Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Daerah Istimewa Y ogyakarta dan mengetahui dan
menganalisis upaya yang dilakukan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris
Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka pemenuhan Pasal 4 Angka 1
Perkum INI No: 20/PERKUM/INI/2019 mengingat kondisi Pandemi yang banyak
menerapkan pembatasan kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa dalam
jumlah besar.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan untuk
memperoleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. Dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan untuk
memperoleh data primer dengan alat pengumpulan data melalui wawancara.
Seluruh data kemudian dianalisis dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah alasan webinar bukan termasuk dalam Kegiatan
yang dimaksud Pasal 4 Angka 1 Perkum INI No:20/PERKUM/INI/2019 tidak bisa
dijadikan dasar yang kuat webinar tidak diberi poin. Mengingat webinar memenuhi
unsur-unsur Pasal 4 Angka 1 Perkum INI No:20/PERKUM/INI/2019. Sehingga
seharusnya kegiatan webinar tetap dapat diberi poin. Upaya yang dilakukan oleh
Pengurus INI DIY dalam melaksanakan kegiatan di masa pandemi Covid-19 yaitu
dengan melaksanakan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai
dengan anjuran dari pemerintah dan membatasi jumlah peserta kegiatan
perkumpulan.
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WEBINAR ACTIVITIES WHICH ARE REVIEWED FROM ARTICLE 4
NUMBER 1 OF INI REGULATION NO: 20/PERKUM/INI/2019 DURING
COVID-19 PANDEMIC IN THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

ABSTRACT

Meriza Dewi Chusnul Chasanah?®, Andy Omara*

This research aims to determine and analyze Webinar Activities in
terms of Article 4 Number 1 of INI Regulation No: 20/PERKUM/INI/2019 During
the Covid-19 Pandemic in the Special Region of Yogyakarta and to identify and
analyze the efforts made by the Regional Board of Indonesian Notary Association.
Special Yogyakarta in the context of fulfilling Article 4 Number 1 of INI Regulation
No: 20/PERKUM/INI/2019 considering Pandemic conditions that many apply
restrictions on activities that are gathering masses in large numbers.

This research was conducted based on library research to obtain secondary
data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. This
research also used field research to obtain primary data with data collection tools
through interviews. All data were then analyzed by qualitative methods.

The results of this research are the reasons why the webinar is not included
in the activities referred to in Article 4 Number 1 of INI Regulation
No:20/PERKUM/INI/2019 cannot be used as a solid basis for the webinar not to be
given points. Considering that the webinar fulfills the elements of Article 4 Number
1 of INI Regulation No:20/PERKUM/INI1/2019. So that webinar activities should
still be given points. Efforts made by INI DIY Board in carrying out activities
during the Covid-19 pandemic are carrying out activities by implementing health
protocols in accordance with recommendations from the government and limiting
the number of participants in organization activities.
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